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PUTUSAN
Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.Smd.

a1 Cran 1) A vy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan

putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
pendidikan SMA, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, sebagai
Penggugat,

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan SWASTA,
pendidikan SMA, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 02 Januari 2018,
telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor
0001/Pdt.G/2018/PA.Smd., tanggal 02 Januari 2018, dengan dalil-dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan
pada hari Senin tanggal 23 Februari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 27
Safar 1430 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor
Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara,
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sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 076/35/11/2009
tanggal 23 Februari 2009;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di rumah sewaan di Kabupaten Kukar selama 1 bulan, kemudian
pindah dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di KOTA
SAMARINDA selama 3 tahun dan sampai sekarang;

3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut telah
dikaruniai 1 orang anak bernama ~ ANAK PENGGUGAT DAN
TERGUGAT, lahir di Samarinda tanggal 29 Januari 2010 dan anak tersebut

sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2017 mulai tidak rukun, antara Penggugat
dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan
Tergugat mulai tertutup dalam masalah penghasilan/gaji Tergugat, awalnya
Tergugat memberikan penghasilan Tergugat kepada Penggugat rata-rata di
atas Rp 3.000.000 /bulan, namun akhir-akhir ini Tergugat selalu kurang
memberikan penghasilannya kepada Penggugat dan Tergugat mulai tidak
jujur dengan mengatakan bahwa penghasilan Tergugat hanya segitu,
padahal Penggugat ketahui bahwa penghasilan Tergugat lebih dari yang
Tergugat berikan, karena Penggugat mendapatkan informasi langsung dari
bos Tergugat bekerja, akibat sikap tertutup dan tidak jujur Tergugat
tersebutlah yang sering memicu pertengkaran, dan di dalam pertengkaran

tersebut Tergugat selalu saja mengucapkan kata-kata perceraian;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan
rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor
penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2017, dan sejak itu pula
Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan sejak saat itu antara
Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan

suami istri yang sah sampai sekarang;
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8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat
menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan
bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke

Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai
berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2, Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum

yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon

putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan
perdamaian dengan memberikan nasehat-nasehat dan dengan upaya mediasi
dengan Mediator seorang Hakim Pengadilan Agama Samarinda bernama akan
tetapi usaha perdamain tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat
gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, tergugat memberikan
jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat suami istri yang menikah pad tanggal
23 Februari 2009 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa tidak benar pada bulan Mei 2017, rumah tangga Tergugat dengan
Penggugat tidak harmonis karena kami masih rukun-rukun saja meskipun
ada masalah kecil saja dan pada bulan September 2017 Tergugat dan

Penggugat terjadi peretengkaran karena Penggugat menerima telfon dari
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laki-laki dan Tergugat mengingatkan Penggugat, tetapi Penggugat tidak
menerima dan bahkan marah sehingga timbul pertengkaran;

- Bahwa tidak benar Tergugat tertutup dalam masalah penghasilan, karena
selama ini Tergugat menyerahkan semua hasil Tergugat;

- Bahwa tidak benar Tergugat setiap bertengkar mengatakan bercerai, hanya
pernah sekali saja karena pada waktu itu Penggugat menyakiti anak sampai
berdarah sehingga Tergugat berkata kalau Penggugat selalu menyakiti anak
kita bisa bercerai;

- Bahawa tidak benar Tergugat dan Penggugat berpisah pada bulan Oktober
2017, tetapi yang benar tanggal 06 Desember 2017, Penggugat keluar
rumah dan tinggal di rumah temannya dan datang lagi dan tanggal 10
Desember 10 Desember 2017 dan terakhir melakukan hubungan suami istri
3 Desember 2017;

- Bahwa Tergugat berkeberatan bercerai dan bersedia memenuhi keinginan
Penggugat dengan syarat apapun demi mempertahankan rumah tangga
Tergugat dan Penggugat demi anak Tergugat dan Penggugat;

Bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat
mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat menerima telfon dari laki-laki lain karena
Penggugat mempunyai usaha Depo Isi Ulang Air;

- Bahwa tidak benar Penggugat memukul dan menyakiti anak sampai
berdarah, tetapi hanya mencubit saja untuk memperingatkannya;

- Bahwa tidak benar masih melakukan hubungan suami istri tanggal 3
Desember 2017, tetapi terakhgir malakukan hubungan suami istri pada
bulan Oktober 2017,

- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas repliek Penggugat tersebut Tergugat dalam dupliek tetap
mempertahankan sebagaimana pada pernyataan pertama;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor
Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor :
076/35/11/2009 Tanggal 23 Februari 2009, yang isinya menerangkan telah
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terjadi pernikahan  antara Penggugat dan Tergugat, potokopi tersebut
bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda P;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat mengajukan 2 orang saksi,
sedang identitas kedua saksi telah dicatat dalam berita acara perkara ini,
dengan dibawah sumpah pada pokoknya kedua saksi memberikan keterangan
sebagai berikut:

Saksi I, SAKSI/ I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,
tempat tinggal KOTA SAMARINDA, dibawah sumpahnya memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga sejak
4 tahun lalu;

b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1
(satu) orang anak dan anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat;

c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak
harmonis sejak pertengahan tahun 2017 yang lalu;

d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung
Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak jujur dalam hal
penghasilannya yang mengakibatkan sering terjadi pertengkaran
antara Penggugat dengan Tergugat;

f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
sejak bulan Oktober tahun 2017, Penggugat yang meninggalkan
tempat tinggal dan sejak itu tidak pernah berkumpul bersama lagi;

g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat
dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

h. Bahwa sepengetahuan saksi, selama Penggugat dan Tergugat
berpisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

k. Bahwa selama ditinggalkan Tergugat, Penggugat tetap menjaga diri

sebagaimana layaknya seorang isteri;
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Saksi Il, SAKSI I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,
tempat tinggal KOTA SAMARINDA, dibawah sumpahnya memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat anak
kandung saksi dan Tergugat suami Penggugat bernama TERGUGAT;

b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1
(satu) orang anak dan anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat;

c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak
harmonis sejak bulan Mei tahun 2017 yang lalu;

d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung
Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak jujur dalam hal
penghasilannya yang mengakibatkan sering terjadi pertengkaran
antara Penggugat dengan Tergugat;

f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
sejak bulan Oktober tahun 2017, Penggugat yang meninggalkan
tempat tinggal dan sejak itu tidak pernah berkumpul bersama lagi;

g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat
dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

h. Bahwa sepengetahuan saksi, selama Penggugat dan Tergugat
berpisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

k. Bahwa selama ditinggalkan Tergugat, Penggugat tetap menjaga diri
sebagaimana layaknya seorang isteri;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan tergugat
membenarkannya;

Bahwa Tergugat juga menghadirkan saksi, yaitu teman dekat dan
bertetangga, sebagai berikut :
Saksi | : SAKSI TERGUGAT |, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta,
tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, di bawah sumpahnya di hadapan
persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
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a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga sejak
5 tahun lalu;

b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1
(satu) orang anak dan anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat;

c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak
harmonis sejak pertengahan tahun 2017 yang lalu;

d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung
Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Penggugat mencubit
anaknya sampai berdarah dan mendengar Tergugat dalam keadaan
emosi mengatakan kalau terus menerus bertengkar lebih baik kita
berpisah saja dan saksi juga pernah melihat foto Penggugat dengan
laki-laki lain;

e. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
sejak bulan akhir tahun 2017, Penggugat yang meninggalkan tempat
tinggal dan sejak itu tidak pernah berkumpul bersama lagi;

f. Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan
Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan
selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap
pada gugatannya dan memohon keputusan, sedangkan Tergugat menyatakan
sesungguhnya tidak ikhlas dan tidak ridha untuk perceraian;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala
hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan

bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada
pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Penggugat dan Tergugat melalui penasehatan pada setiap persidangan secara
maksimal agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak
berhasil, maka ketentuan Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 82 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;
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Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui jalan mediasi juga telah
dilakukan oleh Mediator Drs. H.M. Yus’a Ahmad, S.H., Med, namun tidak
berhasil, dengan demikian ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI.
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, telah terpenuhi dalam perkara
ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada
pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi,
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat
tidak jujur dalam hal pengasilan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana terurai
dalam duduk perkaranya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, jawaban, dan alat-alat
bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Majelis Hakim mengkonstatir adanya
hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi
dalil yang tetap, yaitu :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat ternyata adalah penduduk
wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda terbukti keterangan Penggugat,
Tergugat serta keterangan saksi-saksi;

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis, karena

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana dibuktikan
dengan adanya sikap Tergugat yang mengakui dan membenarkan sebagian
dalil-dalil gugatan Penggugat, meskipun Tergugat keberatan bercerai
dengan Penggugat;

2.

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, yang

hingga kini telah berlangsung selama 3 bulan sejak Oktober 2017, selama

itu sudah tidak saling menghiraukan seperti layaknya suami isteri;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat di
persidangan, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan

sebagai berikut :
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Apakah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ?

Apakah Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar serta
sudah berpisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan
mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu tentang adanya perselisihan dan
pertengkaran serta sudah berpisah tempat tinggal, tidak berarti dengan serta
merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi
ketentuan Pasal 311 R.Bg., karena perkara ini adalah perkara perceraian,
dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum
perorangan (personen recht) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan
(zaken recht) oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991
tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada
adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan
timbulnya kebohongan besar (de grote langen) ex Pasal 208 BW., karenanya
untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim
memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga
atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat
telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa Buku Nikah Penggugat dengan
Tergugat, dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah
memenuhi maksud Pasal 285 R. Bg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat serta dapat diterima, dan oleh karenanya pula
Penggugat memliki legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang
saksi yang diajukan Penggugat dan 1 orang saksi yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari
Penggugat dan Tergugat tersebut telah memberikan keterangan didepan sidang

dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan
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pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti
tersebut di atas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima
sebagai bukti mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun
1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal
307, 308 dan 309 Rbg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat
membuktikan adanya ketidak harmonisan Rumah tangga dan perselisihan dan
pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan
Tergugat tidak jujur dalam hal penghasilan serta Penggugat sering menganiayai
anaknya serta sering bertelfon dengan lakilaki lain, yang berakibat pada
berpisah tempat tinggal,

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat juga
membuktikan adanya ketidak harmonisan Rumah tangga dan perselisihan dan
pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan
Tergugat saling cemburu dan Penggugat sering menyakiti anaknya yang
berakibat pada berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2017;

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi-saksi yang merupakan saksi
dari Penggugat, menyatakan bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat
sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan
sudah Dberpisah tempat tinggal, dan penyebab perselisihan dan
pertengkarannya adalah sikap Tergugat yang tidak jujur dalam hal
penghasilannya serta cemburu dan Penggugat sering menyakiti anaknya dan
adanya Pria idaman lain (PIL). Dan saksi-saksi juga mengetahui secara
langsung akibat dari perselisihan tersebut, yakni berpisahnya tempat tinggal
Penggugat dengan Tergugat, baik pada peristiwa-peristiwva sebelumnya
maupun pada peristiwa terakhir yang menjadi klimaks hingga diajukannya
gugatan ini; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah dalam
Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober
1991, bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum

Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian
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bukanlah “matri monial guilt* tetapi “broken marriage” atau “az-zawwaj al-
maksuroh” (pecahnya rumah tangga), sehingga Pengadilan tidak mencari
kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi
haruslah menekankan pada kondisi rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir, dan mengkualifisir fakta-fakta
sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan
dengan peristiwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan
sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal
39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya gugatan
perceraian yakni “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan
dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga”, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan
berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana
terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan,
antara lain antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar
bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan berturut-turut
dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, maka
patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan terus
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk
bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah
tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan
rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat (21) jo.
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah
tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa
apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang
menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak
lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan
akan menimbulkan mudharat (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para
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pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami
isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika
ditafrig (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa
menentukan masa depannya sendiri, prinsip yang demikian ini sesuai dengan
kaidah fighiyah yang termuat dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 62
yang berbunyi :

tJbasll > e parfo dawlaoll s 0
Artinya :  “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik

kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu
mengetengahkan pendapat ahli-ahli figih dalam Kitab Figh Sunnah Juz I
halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang
berbunyi :

wuolall sad alges cani Ilg axoe GUaLY slsuVl ylSg ol ol ucl _,i

Logis: QoY1 & iolall jaes lglio par 6 uinnll plgd axzg )l disn

Artinya :  “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan

bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya

perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan

yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil

mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat
menceraikannya dengan talak ba'in”.

" Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz | halaman 83 :

Az ,.J, ozl sladl o laias um GMall plas eMwVl 5] 284

u.aoJ_g.ao cl_g)jlqja.-)."cumw:_gclmy_g @Lml.e.d&ﬂ.u
2soll Gruall a3l 351 e @S Ol oline il OV ¢,
allasll zg, oLl plls lsng

Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah
dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat /
perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa),
sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami
isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang

bertentangan dengan semangat keadilan”.
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" Kitab Fighus Sunnah juz Il halaman 208, Ibnu Sina dalam Kitab
Asy Syifa’ :

oY azg JS go Wi swns Y lg Lo Juwaw ad,0]1 (J] 008 Ol caiais
srall po Bgzg (miaifty adSIL as 2l (] Joogill wluwl pan>
9 2giz] LalSs gildall ass @Il Y Lo gildall yo Ollgio Jixlg
ouslrall cuasiig (M si) gaidlyuinl 51 Logins ozl

Artinya : “Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama
sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan
beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri
sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap
berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah
dan kehidupannya menjadi kalut.”;

. Kitab Al Mar’ah bainal Figh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As
Siba’i, halaman 100 :
oo A5 9 Llac gl idlg 9laudl go pattinniV arzg il slxdl lo

Oratlio gu gleiz] (w9 ,15Vs eeSslwsg SYoVl auyis &l w0
ol adl go ails Lgoaligl IS Ladas gl dl s oluwl S logog
a>ly JSI cmgr alll Jad ezl guad gur daxz g ll a9 Mall (ngiii
JtiwYl 5 aisilalall axe a2y ailszd ,51 IS uis Logio
Artinya : “Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan
adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan
menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak
dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya
mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-
kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang
membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan,
sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan
perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan
(sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain
dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh

ketenangan dan kedamaian.
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Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan
“bahwa Penggugat ingin hidup tenang tanpa didampingi oleh Tergugat karena
bersama Tergugat, Penggugat merasa tersiksa secara lahir dan batin, bahwa
Penggugat tidak ikhlas dan tidak ridho dunia akhirat untuk hidup bersama
dengan Tergugat lagi”, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan
“ Saya menyatakan sesungguhnya tidak ikhlas dan tidak ridha untuk perceraian
ini” maka majelis hakim melihat adanya akibat hukum yang serius dan dapat
membawa mudharat bagi penggugat maupun Tergugat atas adanya putusan
perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim akan memilih mudharat yang lebih
ringan dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keinginan Tergugat untuk
tetap mempertahankan rumah tangganya adalah keinginan yang mulia, akan
tetapi jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana digambarkan
dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan,
maka dipastikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling
cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaaan dan saling memberikan
bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut
merupakan salah satu faktor terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah
rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam
Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya
hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan
Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan
lahir bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka
Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat gugatan Penggugat
telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam
penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo.
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut
dikabulkan, dengan Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat
(TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.SMA.......ccceuiiiiiiiiiiiiiiiieieeieei e
14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah “cerai gugat” termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam
putusan ini, dianggap dikesampingkan;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT), terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 261.000,-
(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 29 Jumadilawal 1439 Hijriyah, oleh kami Dr. Alyah Salam,
M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Tamimudari, M.H. dan Drs. H.
Fathurrachman, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis,
tanggal 15 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29
Jumadilawal 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi
oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahriani, S.Ag. sebagai Panitera
Pengganti, serta dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr. Alyah Salam, M.H.
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Tamimudari, M.H. Drs. H. Fathurrachman, M.H.

Panitera Pengganti,

Mabhriani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-

- Proses Rp. 50.000,-

- Panggilan Rp. 170.000,-

- Redaksi Rp. 5.000,-

- Meterai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)
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Samarinda, 15 Februari 2018
Disalin sesuai aslinya
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